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Abstrak
 

Akta Pengakuan Hutang merupakan suatu akta autentik yang mengikat para pihak dan seharusnya tidak

dapat dijadikan dasar dari adanya Akta Jual Beli tanah yang belum dibayar secara lunas. Pembuatan Akta

Jual Beli yang diikuti dengan Akta Pengakuan Hutang atas dasar jual beli tanah yang belum lunas masih

kerap terjadi di kehidupan masyarakat dikarenakan adanya ketidaktahuan mereka sebagai masyarakat awam

yang kurang memahami ketentuan hukum yang berlaku dan adanya PPAT yang lalai dalam menerapkan

hukum, sehingga ditemukan adanya satu kasus yang berkaitan dengan hal ini yaitu pada kasus dalam

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180 K/PDT/2024. Penelitian ini mengangkat tentang

kekuatan hukum Akta Jual Beli yang pada kenyataannya dibalut dengan Akta Pengakuan Hutang terhadap

pembeli yang tidak beritikad baik dan tanggung jawab hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta

Jual Beli yang belum lunas. Penelitian doktrinal yang dilakukan di sini mengumpulkan bahan-bahan hukum

melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Dari hasil analisis dapat dinyatakan

bahwa kekuatan hukum Akta Jual Beli yang pada kenyataannya dibalut dengan Akta Pengakuan Hutang

terhadap pembeli yang beritikad tidak baik adalah batal demi hukum karena Akta Jual Beli tersebut dibuat

dengan pembayaran yang belum lunas, sehingga tidak memenuhi asas terang dan tunai  menurut Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun tanggung jawab

Pejabat Pembuat Akta Tanah tersebut adalah berupa tanggung jawab administratif dalam bentuk teguran

atau pemberhentian sementara.

......The Debt Acknowledgment Deed is an authentic deed that binds the parties involved and should not

serve as the basis for a Land Sale and Purchase Deed that has not been fully paid. However, in practice, the

creation of the Sale and Purchase Deed followed by a Debt Acknowledgment Deed based on an unsettled

land sale continues to occur in society due to the ignorance of the general public, who lack understanding of

the applicable legal provisions, as well as the negligence of the PPAT in enforcing the law. This has led to a

case related to this issue, specifically in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 180

K/PDT/2024. This research highlights the legal force of the Sale and Purchase Deed, which is in fact

accompanied by a Debt Acknowledgment Deed, concerning buyers who act in bad faith and the legal

responsibilities of the Land Deed Official regarding Sale and Purchase Deeds that remain unsettled. The

doctrinal research conducted here collects legal materials through library research, which are subsequently

analyzed qualitatively. From the analysis, it can be concluded that the legal force of the Sale and Purchase

Deed, which is in fact accompanied by a Debt Acknowledgment Deed for buyers acting in bad faith, is null

and void because the Sale and Purchase Deed was created with a payment that has not been settled, thus

failing to meet the principles of clarity and cash payment according to Law No. 5 of 1960 on Basic Agrarian
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Principles. The responsibility of the Land Deed Official in this regard is in the form of administrative

responsibility, which may include reprimands or temporary suspension.


